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BAB IV 

PENUTUP 

 
A. Simpulan  

Berdasarkanl hasill penelitianl danl pembahasanl yangl telahl diuraikan, 

makal dapat diambill kesimpulanl sebagail berikut: 

1. Kualifikasi tindakl pidana perbankanl tentang penghimpunanl dana 

masyarakat dalaml bentuk simpananl tanpa izinl usaha daril Pimpinan Bankl 

Indonesia menurut Undang-Undang Perbankan merupakan bentuk 

kejahatan perbankan berkaitan dengan perizinan yang diatur dalam Pasal 

46 Undang-Undang Perbankan. Jenis pidana tersebut merupakan delik 

formil yang termasuk dalam kualifikasi delik biasa, perkaral tindak pidanal 

tersebut dapatl diproses tanpal adanya persetujuanl atau laporanl dari lkorban. 

2. Sanksi pidana bagi pelaku penghimpun danal masyarakat dalaml bentukl 

simpananl tanpa izinl usahal daril pimpinan Bankl Indonesial pada putusanl 

nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Slw yaitul pidana penjaral selama 5 (lima) 

tahunl dan pidanal dendal sebesar lRp. 10.000.000.000,00l (sepuluhl milyar 

lrupiah) denganl ketentuanl apabila dendal tersebutl tidakl dibayar, digantil 

denganl kurunganl selama 3l (tiga) lbulan. Tindak pidanal tersebutl 

merupakan pidanal kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka 

Majelis Hakim juga menjatuhkan denda terhadap Terdakwa, dan apabila 

denda tidakl dapat dibayarl oleh lTerdakwa, maka Terdakwal dijatuhi pidanal 

kurungan sebagail pengganti dendal yang tidakl dapat dibayarl yang lamanyal 

akan ditentukanl dalam amarl putusan tersebut. 
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B. Saran  

Berdasarkanl hasill penelitianl yang penulisl llakukan, makal penulis 

memberikanl beberapal saranl sebagai lberikut:  

1. Bagil aparatl penegakl hukum diharapkan lebihl mendalami, memahamil dan 

telitil terhadap unsur-unsurl dengan istilahl tindak pidanal perbankan danl 

istilah tindakl pidana dil bidang lperbankan. Karena, berdasarkanl hasil 

pembahasanl jelas terhadapl pelaku yangl memenuhi unsurl tindak pidanal 

perbankan denganl tindak pidanal di bidangl perbankan, diprosesl 

menggunakan aturanl hukum yangl berbeda. Akibatl proses penegakanl 

hukum yangl kurang lteliti/cermat, dapatl mengakibatkan cacatl prosedur 

dalam memberantasl tindak pidanal kejahatan lperbankan. 

2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalaml rangka pengawasanl dari OJKl 

diharapkan tidakl sampai membawal akibat burukl bagi nasabahl suatu lbank, 

misalnya berakibatl dari bangkrutnyal bank denganl sejumlah uangl 

nasabahnya yangl tidak dapatl dipertanggungjawabkan olehl bank yangl 

bersangkutan. 
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